
BUPATI BARITO SELATAN 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR 29 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BARITO SELATAN, 

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan mempunyai peranan yang 
sangat menentukan dalam penyelenggaraan Negara untuk 
mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang
Undang Dasar Tahun 1945; 

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, 
Pejabat/ Pegawai / Penyelenggara Pemerintahan Ka bu paten 
Barito Selatan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian 
dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau 
pekerjaannya, sehingga diperlukan landasan hukum untuk 
pencegahannya; 

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten tang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 



2. Undang-Und ang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Reµ ublik I11do11e&ia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambaha n Lembaran Negara Republik 
Indor1esi8_ Norn.or 38:11 ); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Ta hun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
seba gaiman a te1ah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 ten tang PemberB_nta_sa.n Tindal{ Pida_na_ Kor1.:ipsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentan g Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 
Lembaran Negara 

137, l dllliJctllctil 

Republik Indonesia Nomor 4250) 
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s~bagaimana diubah dernmn Undane:-Undang Nomor 10 Ta h un 
~ - - -

201 5 ten tang Pen etapan Peraturan Pemerin tah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566 1); 

5. Unda11g-Ur1da.11g I'Jomor 5 Taht-1.n 2014 tentar1g P~pc1-rB.tlir 
Negara (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2 0 14 

Nomor 6 , Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
---- .. ~ ' ... . -; -; ~ - -: ~ -'--"' - 1 1; 4 . - • _ _ .... 1, 1-. ; "" .... Nomor 559·1} seoagairnana teian u 1uoan ueoculJJa. Kail, Lcic,.r-.u1.,_ 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
D ,.,rn1-, c. 1. <=i-n T(p f"!, rn Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
~e"~;a~;~-;~~~~i~~ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Reoublik In donesia Nomor 5679); 
.l 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem 

Penaendalian Intern Pemerintah 
b 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 

•r . ~ 1\.T -.-..-,..-,.-..- - D.o'l-.--; 11-,1~ t, .. tLernoaran. 1;;1.::6 ct.1a. i "-\..,.t-1U. '-' •"•'" 

127 , Tambahan Lembaran 
•• · • - , • . ""-T - -. - r-... 0. • 1 \ • Negara Republi.k ina.onesm l ',Old.}.; , __ n_,. l }, 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipl~n 
S. _ . .,.., . . _ .. : 0 ; +,;1 n Pmh;::;n:in NeQar a Republik Indonesia Pegawa1 r~egcll , ... Jlp.U. ,~._, , ,L .J~ - --- v 

1
. 

Tahun 2010 Nomor 74 , Tambahan Lembaran egara Repub.1k 

Indone~ia_ T'Jomor ~515-3); 



9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

10. Peraturan Presiden Norn.or 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
""'- r • 1 ~ 1 . . _1 ~ _ T"\ 1 ~ · T.,.. • T i 1~aswna1 rencegarw.n uau ren.1oerantasan Korups1 0angi{a 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Norn.or 122); 

J l . Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Norn.or 52 Tahun 2014 ten tang Pedornan 
Pernbangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi clan Wilayah Birokrasi Bersih da n iv1elayani di 
Lingkungan Instansi dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
R-cpu blik Indon e sia Tahun 20l t1.- Nom or 1813) : 

12 . Peraturan Kornisi Pernberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 
201 4 ten tang Pedornan Pelaporan dan Penetapan Status 
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2101) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Kornisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Kornisi Pernberantasan Korupsi 

Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Norn.or 1863); 

13 . Peratura n Daera h Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Selatan Piornor 2) ; 

14. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
S1..1su11ar1 Or ga11isEtsi , T 11gas dan F1..1ngsi serta Ta_ta Kerjct 
Inspektorat Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Norn.or 20); 

Menetapkan: PERATURAN 
GRATIFIKASI 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDi'~LIAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 

BAB I 

Pa sal 1 
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Da ecra h adalah Ka bupaten Barito Selatan. 



2. Pemerintah an Daerah adala h penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi clan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kep u blik Indonesia 
Tahun 1945. 

3= Pemerlnta_h D <1ern h n d P. 1a h B 1..1pati da_n Perctngkctt Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan. 

4 . B1..1pati adalah Bu.pati Barito Selatan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan. 

yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan 
adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan clan Anggota DPRD, Aparatur Sipil 
Negara, Calon Aparatu r Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi 
BUMD , Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas n ama 

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah 
Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 
independen dan bebas dari pengaru h kekuasaan manapun sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
PernberanLasan Tindak Pidana Korupsi. 

8. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu 
.bupaii darl Je\va11 Perwakila11 Pak~fat Dacrah dalam 
Urusan Pemerintahan yang menj adi Kewenangan Daerah . 

9. Badar1 Usaf1a lvi ilik Daeral1. ~y""ang selanjutnya disir1gh:ut BUI\1ID adala11 Badar1 
Usaha yang seluruh atau s ebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 

i O. Ir1spektorat adalai1 Perangkat Dacrah I{abupater1 Barito Selato_r1 
merupa kan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Gratifikasi adalah pernberian dalam arti luas, 
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasi litas 
iJLig liic:.1:-:•~-;_1.; pr:rialanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 
lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 

eiektronik. 

Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertu~uan un~uk 
me;gendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan ~emal1aman aar: 
kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan aKuntabel sesuai 

. _1 - - - .....,. , "'~ ~ ,---,,.+-\ tT•:t re peraturan perunua.11~- uuuuHs'-•'-'-'- . 

U ·t Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya 

d
-n~ . . ,.,.. _,.., ., , __ --•-- o,-_,. ; ;- ,., Q.-,.b-!-::in ~rlalah unit kerja yan g bertanggung 1s1n kat Ur'u l\.aU U I-Jci.LCH ,JQ..i.;. u; ~~~~-, - -- - · - • • • - • 

jawai untuk pelaksanaan pengendalian gratifikas1 d1 lmgkungan Pemenntah 

l(al./ u1-1ater1. Barito Selcttan . . 
p . Gratifikasi adalah Pejabat/ Pegawai/ Penyelenggara Pemenntah~n 
enen~a, , . . -·~-,.... ....-,p ni nv i hubun an keluarga/kekerabatan/sosial 

atau p11:1aK Ei111 _yc'-"6 , u.,..myU--J "L g .. , 
lainnya dengan Pejabat/Pegawai/ Penyelenggara Pemenntanan . 

.-. . ---'--- .. ; .-.• -1 ,:; 1.:-. h n,=.rn nihak baik perseorangan, sekelompok ~rang, ba~a~ 
~:~~:]. :;;~<-<.Hle:~-b~g;- yang memberikan gratifikasi kepada penenma 

gratifil{s_si . 



16. Pelapor Gratifikasi adalah pejabat/ pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan 

yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur 

ya ng kemudian melaporkannnya kepada KPK meialui UPG. 

17. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap 
penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam r ormunr Pelaporan 

Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi. 

18. Formulir Pelapora n Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK 

dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan 

19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai/ Penyelenggara 

20. Standar Harga Regional adalah satuan biaya setinggi-tingginya yan g 
P./[o ne11 .1.r;ollow 

..; 

Program Priority. 

21. B e11t1-1r8.n. Kepenti:riga_n Rrl a 1211 s itu2.._si din1a_na seorang pejabat/ pege~\,rcii/ 
Penyelenggara Pemerin tahan yang mendapatkan kekuasaan dan 
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau 
diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang 
dimilikinya. 

22 . Pihak Ketiga adalah orang perorangan dan/ atau bactan hukum yang 
pernah/ sedang/ diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja a tau 

. . . 
se baga1 r111 tra 

gratifikasi . 

permintaan dalam bentuk uang, barang, ra bat (discou nt), komisi, pm3aman 
tanpa bunga; tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

perjalanan cuma-cuma dan fasilitas sejenis lainnya, dalam penyelengga raan 
kontes, kompetisi terbuka, penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, 
baptis , khitanan, potong gigi a tau upacara adat/ agama iainnya. 

24. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata 

uang Rupiah yang didapatkan dan t a ta-rata 

(Kurs Tengah = Ku.f's f uat ... Kur
1 13

"
1
) pada hari tertentu. 

Pasal 2 

llJ i:"'eratura11 i3upa.L~ 1m dimaksudkan untuk memherikan pedoman kepada 

Pejabat/Pegawai /Penyelenggara Pemerin tahan dalam memahami, 
mf'nf!endalikan dan menge1ola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 
--- - (..;J -

(2 ) Pera turan Bupati ini bertujuan: 
a . meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai/ 

Penyelenggara Pemerintaha n tentang gratifikasi; 
b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/ Pegawai/ Penyeienggara Pemerintahan 

' ..... ~' . 
terhadap ketenLuan grat1li.Kas1; 

c. menciptakan lingkungan kerja d an budaya kerja yang transparan dan 

"' k 11ntA hel di lirnrkungan Pernerintah Daerah; ...- ~- - ---- --·- ;.,_, ....... 



d. membangun integritas Pejabat/Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan yang 
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi clan nepotisme; dan 

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan 
la:{ana11 Pcmcrintahan Dacrah. 

Pasal3 

Prinsip dasar dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yaitu: 

a. Setiap Pejabat/Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan diwajibkan wc::uula.K 

Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak 
yang m emiliki potensi benturan kepentingan dengan Pejabat/Pegawai/ 
Penyelenggara Pemerintahan dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan 
yang berlaku, dengan pengecualian yaitu: 
1. Gratifikasi tidak diterima secara langsung; 
2. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi; 
3. Pe11.erin18_ ragll dengan 1CT)a lifikasi gratifikasi JTang diterima; dan/ata"Ll 
4 . Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat 

mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri 

b. Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilaporkan kepada KPK 
melalui UPG. 

c. Setiap Pejabat/Pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan dilarang menawarkan 
atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap 
kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan 

domestik atau asmg "'I ........... +. "I i;r 
Ul..i.Li...i.r:1. 

manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh Peraturan Perundang

undangan yang b""r!aku; 

d. Setiap Pejabat/Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan dilarang meminta atau 
menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap baik 
secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar 
negeri, baik dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
elektronik dari perseorangan atau lcmbaga terkait dengan pelaksanaan tu.gas 
dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku; 

e ~ ::;et1a p Pejabat/ Pega\i\rai / Pe11y'"ele11ggara Pemerintahan l1ertB~11.ggL1ngja_\~Ia b 
menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan 
n::,n / RtmJ oemberian Gratifikasi. 
-~ - --- , - - - - ..i. 

Gratifikasi terdiri dari: 

BAB II 
PENGENDALIAN GRATllflKA:::>i 

Bagian Kesatu 
Kategori Gratifikasi 

Pasal 4 

,.....,. • r • • • - • 1.- '! • 'f , a. uratmKas1 yang waJi u a11apo:rKan; 
b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dan 

c . Grntifikasi van2: terkait kedinasan. -·----- - .., ........ 



Pase-1 5 

Gratifikasi yang waj ib dilaporkan, meliputi namun tidak terbatas pada 

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat; 
b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran; 
c . terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan 

eva luasi; 
d , terk Rit rlr11gRr1 pela_i.~sn_na3n perjalanan dinas di luar penerimaan )Tang 

sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; 
e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; 
f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiaLan <lengan pihak 

lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; 
g; sebaga_i a_kiba.t da.r1 perjanjian kcrja_sa_ma_/kontralc/kesepalc~1tan denga.n pihak 

lain yang bertentangan dengan Undang-Undang; 
h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses 

pengadaan barang dan jasa; 
1. dari Pejabat/pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan atau Pihak Ketiga pada 

J. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan clan bertentangan 
den ga n ke-.vajiban/tug::i snya. 

(1) Karakteristik secara umum terhadap gratifikasi yang tidak waj ib dilaporkan 
:7fi P. 1Rh · 
a . Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama 

dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan 

b . Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
c . Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan 

daiam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang .vaja:r; 
dan/atau 

d. M:erucakan bentuk nemberian vang berada dalam ranah adat istiadat, 
kebia;aan, dan norm~ yang hidti"p di masyarakat dalam batasan nilai yang 

wajar. 

(2) Gratifikasi yang tidak wajib diiaporkan meliputi namun t ida k terba tas pad a 
a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, 

ba us.k/ibu/ rnertua. suami/istri , anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, 
kakak/adik/ipar,s~pupu clan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik 

kepen ting an . 
·1 ., . . 1 . 

b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uaDg a tm::. baral:.g y,-.;r-ig 11:en: ,11K1 n1._~
1 

jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, a_q1qah, ~apt1s, 
k h itHnan , dan potong gigi , atau upacara adat/ agama lamnya aengan 
batasan · nilai - per pemberi dalam setiap acara paling ba nyak 

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) . 
• "l ., ~ ............. ";-_ .. _ .- ... 1i--..r. 1...... ~+-::i ~, Q p v-,.r-'l.n~ 

C. pembenan terKan. aengcui lVi.Ll. 0 , vd.ll ,~'-C~ '-' ;_J.-l,-.,CH _ , 

penerima, bapa k /ibu/mertua, suami_l istr i, a_tau anak 
pa ling bariyak Rp . 1.000 .000,00 (satu Juta rupiah); 

yang dialami oleh 
penerima gratifikasi 



d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pens1un, promos1 
j nb;;itan , clan ula:ng tahun yang tid a k dalam bentuk uang atau tidak 
berbentuk setara uang yang paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu 
rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rpl.000.000,00 

e. Pemberian sesama rekan kerja ticlak clalam bentuk uan g atau tidak 
berbentuk setara uang (eek , bilyet giro, saham, deposito , voucher, pulsa, 
dan lain-lain) palin g banyak Rp .200 .000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 
pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp.1.000.000,00 
(s2tu juta r L1piah) dalam l (satu) tahun dari pemberi :/ang sama; 

f. hidangan atau sajian yang berlaku umum; 

g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan 
biaya sendiri seperti kejuaraan , perlombaan atau kompetisi tidak terkait 
kedinasa n; 

11. ~;:eur1tur1gan ata1.1 b1,.,;.nga dari per1empata_11 da11a, irtvestasi ata1-1 l<c1:ierr1ilil<:ar1 
saham pribadi yang berlaku umum; 

1. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan 
koperasi pegawai negeri yang berlaku umum; 

J. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat 

workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yan g berlaku 
umum; 

k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau bara n g yang ada 
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh 
Pemerintah ses1.1a_1 denga_n peraturari per1..1ndang-undangan )r2~ng lierlak-u: 
dan/atau 

1. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait 
-i . -i • i • • -, ' • 'T""I. 1 -.-. • , ◄ • 1 ,. aengan tup0Ks1 aan pejaDat/ pegavva1 ; r·enyc1enggara remennrnhan, t 1cu11,;: 

memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi 
penerima gratifikasi . 

(3) Dalam hal gratifikasi yang diterima dalam bentuk mata uang asmg 

disesuaikan dengan Kurs Tengah Bank Indonesia. 

Pasal 7 

(1) Gratifikasi yang terkait kedinasan memiliki karakteristik umum sebagai 

berikut: 
a. Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi; 
b . Dibe,ikan secant terbuka dalam ran gkaian acara kedinasan; dan 
c. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama 

dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai (mengacu pada standar 
harga regional), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran 

atau kepatutan. 

(2) Gratifikasi yang terkait kcdinasan meliputi namun tidak terbatas pada: 

a. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, Jamuan makan, 
cinderamata yang diterima oleh pegawai / pejabat/ Penyelenggara 
Pemerintahan dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan 

clan penugasan n::smi; 

b. Plakat, vandel, goody bag/ gimmick dari panitia seminar, lokakarya, 
i ~ ·1- - -- r-!-i+ c.-. ... ,.., ... -i~~ r~1 e:17 rp--•--· ·r:,. -. -: I neiabat/ Pen~y7eleng_garH pe1c:1.L11icti1 ya.116 ,.u L\.,.i..i.H-"'-"'- ----- r-' - o "'- .,-,cu , ,. ~ . _ _ 

Pemerintahan dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan 

Rtau pen1...1ga_sa_n resm1 ; 



c . Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang 
diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan 
penunjukan atau penugasan resmi; clan/ atau 

d . Penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun setara 
uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, 
uarasumuer, kunsulLan dau lungsi setupa lainnya yang d lterlina olell 
pegawai /pejabat/ Penyelenggara Pemerintahan dari instansi atau 

(3) GraLifikasi yang terkait kedinasan wajib dil&porkan ke UPG untuk 
diteruskan ke KPK dalam hal nilai gratifikasi tersebut melebihi nilai wajar 
atau terdapat peraturan internal yang melarang penerimaan tersebut. 

Bagian Kedua 

Mekanisme pelaporan Gratifikasi 

( 1) Setiap Pejabat/ Pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan wajib melaporkan 
setiap per1eri1nact11 Gratifilcasi sebagairnar1a di1nak~ud dalarn Pasal 5 dar1 

Pasal 7 ayat (3) , kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak tan ggal gratifikasi diterima oleh pejabat/pegawai/Penyelenggara 
Pemerintahan. 

/2\ Aoabila dalam iangka waktu sebao:aimana dimaksud pada avat (1) 
\ , • ..., - # - - • • 

terlampaui maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikan secara 
langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, email atau 

website KPK ( online). 

(3) UPG ivajib menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) kepada KPV paling lambat 14 hari kerja. 

(4) Laporan penerirn.aan gratifikasi sebaga ima n a dimBksud pa da ayat (1) den 

ayat (3) dilakukan tan pa penyerahan uang dan/ atau barang dengan 

mernre:unakan formulir yan g ditentukan oleh KPK. 
~~ -

(5) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 

rr, rmn;::;t data sebaga i berikut: 

a . nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; 

h N nmn, KTP Peiabat/uegawai/ Penyelenggara Pemerintahan penenma 
'-'• ..L• • •- - - - - ..) ! I '-' 

gra tifikasi; 
r, ia hatan oeiabat/pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan; 
-~ • .J ·- - - .,__ ~· . 

d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; 

e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; 

f. nilai Gratifikasi yang diterima; dan 

Q . k ronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi . 
.,_: -



(6) Ketentuan iebih ianjut mengenai prosedur dan mekarnsme pelaporan 

gratifikasi diatur dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Barito Selatan 

Pasal 9 

t lJ ;::;etiap Pejabat/ pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan wajib wemenuhi 
undangan UPG dan/ atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk 

(2) Pejabat/ pegawai / Penyelengga ra Pemerintahan wajib mematuhi Keputusan 
T_TPG da11/ 8_t8J_J KPK 8_tflS }~epemilika_n gratifikasi~ 

UNIT PENGENDALIA1 GRATIFIKASI 

Bagia11 I(esatu 

Susunan Organisasi 

( 1) Dalam rangka meningka tkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi 
melal1 _ _1 i grRti fi1-:a_si dibent.uk LJPG _ 

(2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
- . . 

a. }-~t; llctllbt:)LliitS._jc:l..Vv ctb 

b . Ketua 
c. Sekretaris 
d. Anggota 

- . • 
i-,l ; ,: ; "'\ ..-- l ti a 
L..= L-i l--'C..;- '-_J.., 

Inspektur Kabupaten Barito Selatan; 
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Barito Selatan; 
I11.spektur Pernbantu/ L;.uditor / Pejabat Penga\~-.ras 
Urusan Pemerintah Daerah/Staf pada Inspektorat 
Kabupaten Barito Selatan. 

(3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih la.njut 

Kewajiban dan Tugas 

Pa.sal 11 

rmn. ,s:,,:,1--, ,::.c o::. irn;::;PP. ,-lrrna 1.r-c:nrl rl a1am Pasal 10 berkewaiiban: 
i__; .1. '-~ .,__~v u~;::,..,_-_ ... .i. .._.:. ......... - ..:.. _t \_!._t _ _; ~ ..._ ,._._., -- -- - - -- - ... 

a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan 
d.okumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Grat~~~~as~ 
kepa.da KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerj a sejak laporan g:rat1i11;::a"1 

diterima. oleh UPG; 
. • ' - . , " ~ -' -- ,:, -, ~--~r,r,n~ --1 ;::i s -. +1.,..., 0 "' 1.r- 1::P'l; , ,+ laporan b . menyampaiKan iaporan reKapEUia.01 i,.h .,lict11scLL-::t11 '-'-" , __ i, _.,, ,~ 

0 ~••J .... ,~ 

penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK; 

n1 Y
- 1-..-, ·- a :'Ka· 1··. ·1·~-n -" ·1·-n ~•pi rc, ...... ;,, ,1<:>~; n,~n~ncrn n an dan tindak laniut lanoran C. en a 1.lIJ 1 .l Cl.r-V cl.. J. .&. ,L ,._.,Lio..U..1-' J. .... \.A..i,."-A......,. .... 1--" -- -~ -- --o- ·- -• ... 

pener imaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati secara periodik setia.p 3 

(tiga} bulan; dan/ a tau 



d. merahasiakan Pelapor penenma gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan 
perundang-1.u1dangan. 

Pasal 12 

lJalan-1 111elaksanakan h.cvvc:1.jibcu1 ;:,cba.gc:1.iwarn:1. dirnaksud 
mempunyai tugas: 

, , 
a.aiarri Pasal 11, UPG 

a. Ivleneri.ma, rnereviu dan "l ' · 1 ,. 

111.er1gaam1n1scras1Kan iapurar1 per1er1r.r1aa11, per1olal<.ar1 

dan pemberian gratifikasi dari pegawai /pejabat/ Penyelenggara Pemerintahan 
di lingl-.:ungan Pemerintah I(abupaten Barito Se1atan; 

b . Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi 
kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan 
gratifikasinya oleh KPK; 

c . Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan 
pengendalian gratifikasi kepada p1mpman Pemerintah Kabupaten Barito 
Selatan; 

d. Melakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi serta mengkoordinasikan 
k-eg.1;a ... Lan ~u'1° "'1.Pffi'1°n::i,;;:1· a+-L,uran e+-1"1ra gr0tif:k0s1· 1-enarla piha1-- in tPrnal ct~n n ~~ -~ • • L n.. L<. L l "-<.A. l",._ .t-' ~ ul •~ •u ~~• • Cl. 

eKsLernal Pe1r1erir1tal1 I<abupater1 Barito Selatar1; 

e . Meminta data dan informasi kepada PD terkait pemantauan penerapan 
pengendaliar1 gratifil<:asi; 

f. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap 
suap terkaiL kedi11asa11 olcl1 Pemerintah I(abupater1 B 2,..ritc; SelrrLai1. n1a11pur1 

oleh penerima; 

g. Iv1cn1.berikar1 rel-co111er1dasi tinda~:: lanj ut kepada B1-tpu_ti j ilca 
' • 1• "1 

~-e f j f°~•----....t 1-JEia1.. 1.sg,c1-r ct.ll 

terhadap Peraturan Bupati rm oleh pejabat/ pegawai/ 

Perne:.rintaha_n; dan/ fttat1 

Penyelenggara 

h . Melakukan kajian titik rawan potensi terjadinya Gratifa:.asi di lingkungan 

PernerintaJ·"l T<nbupaten B arito Selate1n. 

Pasal 13 

Ketentuan tentang tata cara penyimpanan barang gratifikasi akan diatur iebih 

lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Barito Selatan selaku Ketua UPG. 

Bagian Ketiga 
Pernanfaatan gratifike_si 

Pasal 14 

(1) Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam .Pasa1 5 yang ditetu.pkan oleh KPK 
-1- k ~-1 e1 0 10 Ppmer1'nt::ih n_1 a_erah ., ditentukan pemanfaatannva dengan UllLU r ult<: , u.... ~.. • - - • J 

1T1er1itik bcrat};::an pada tL1j 118_11: 

a. Memutus benturan kepentmgan, pilih kasih (favoritisme) maupun korupsi 
invensyr arn:ara indiviclu pega,.vai / peja.bat/ Penyelenggara Pemerintahan 
yang secara fisik menerima gratifikasi terkait kedinasan dengan pihak 



h . l'lrF>no-PrlPt), ,.,nl.r '1 n n p n-, ,:, n_fP.f.!t::Jn a.ta.<> orat1·fiv-os; h•rk,.,it k-Pdin a ..:.::in v::ina ,._\ .-."L.J i .t.c:;:;'IJ ... -i.'IJ .l.. a. .... ....... lt..e:1_........ J: .................. . l(.l .... .!,.,.__,._..,_-_ ~ _-_... .... --s- --U ~ '-- .... ... .......... ',,4 i '-~i i a ....... ...,._ ...,.. '--"'L.0. --. .L . v ........ . L ~ . ./ ......_.._ ... t:, 

diterima untuk kepentingan instansi , seperti menjadi aset instansi 
(dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku) atau disumbangkan kepada 

c. Membangun perseps1 positif clan kepercayaan masyarakat bahwa 
penerimaan yang terjadi tidak dimanfa.atkan untuk kepentingan pribadi 
pegawai /pejabat/ Penyelenggara Pemerintahan dan tidak menempatkan 
pegawai / pejabat/ Penyelenggara Pemerintahan sebagai pihak yang 

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu: 
den_gan ketentuan 

yang berlaku; 

b . disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dengan 
dokumenta s i berita acara serah terima dan foto serah terima barang 
gratifikasi; dan/ atau 

c. dimanfaatkan oleh pejabat/pegawai/ Penyelen ggara Pemerintahan yang 
menerima gratifikasi yang pemanfaatannya bukan untuk kepentingan 
pribadi dar1 tidal(~ 111c11c111ya.t i\..a11 pejabat/ pegavvai/ 
Pemerintahan sebagai pihak yang tersandera dengan kepentin gan 
si pemberi. 

BAB IV 

Pasal 15 

( 1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan 
sosialisasi kepada pejabat/ pegawai/ Penyelenggara Pemerintahan dan 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m emuat : 

a. Pencar1turr1a11 ketenLuar1 lara11gan penerima ru---i , gratifilcn_si PD 
yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses 
pengadaan ba rang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada 
surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya; 

b. Pemberian informasi kepada seluruh Pejabat/ pegav.rai/ Penyelenggara 
Perr1eri11tahar1 Ja11 pil1ab~ 1:etiga olch LIPG. 

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalu i media 
elel,(tr(J11il✓: rnaupun media. non elektronik. 

PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI 

Pasal 16 

Fels.Dor grstifikasi be:rhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa: 
~ ~ -

a . Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat 
administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, 
namun tidak terbatas pada penurunan penngKat jabatan, penurunan 
penilaian kinerja pegawm, usulan pemindahan tugas /mutasi a tau 
i.-i .'"'lrt"! h ot-~r. l r .._,r;r l ~inn~ r0 · 
i.!. aC~.!..Li•J<.-'_ i di __;_ .u,. .. O_ L i..._ -4......._ .. ..!.. .;.;.i._r L ..1. :, 



b . Pemin da h tugasan / m utasi bagi pdapor dalam hal timbul intim idasi atau 

c. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan 
Pemerintah Daerah; dan / a tau 

d . Kerahasiaan identitas . 

(2 ) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) diberikan 
Ud.J.d.111 1ld.1. 

a. a d a nya in timidasi, a n caman, pendiskreditan atau pe r1a kuan yang tidak 
i:~zirn lair1ny·a atas damr:•aJ-r pela_pora_.;.1 tersebut darl pil=i;:11<: ir1tcrnal; 

b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui 

BAB VI 

Pasal 17 

( l} Inspektorat Vabupaten .-,. ~ ' 
oar 110 Selu ta.11 atas 

penerapan aturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah 
l{~ hunaten Ba ri to Sela_ta_n: 

..i. .• 

(2) Inspektorat Kabupa ten Barito Selatan melaksanakan penegakan aturan 
pengendalian gratifikas i den gan turut serta melaporkan kepada KPK melalui 
situs www.kws.lcpk.go.id terhadap tindak pidana gratifikasi yang masuk 
dalam kategori waj ib dilaporkan atau dianggap suap nam u n tidak dilaporka n 
ol.el1 per1erima gratifikasi dan telal1 t:r1ele\::1ati 30 l1ari 1~erja; 

(3) Inspektur rnelaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
kepada Bupati. 

BAB VII 

SANKSI 

Pasal 18 

"' - • • ii 

Setiap PeJabat / Pegc:1.wai / Penyeienggara .h.:rnc1111tct.hct.H yang n'lf'l a ~nlrnr 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dan huruf d 
n•:1 .- -.,~~ 1_7 .... . ~A -·n 1,~~ ~"'"'" "" ; .J ,,. .,,.,~~-r 1.- ,,. +- - ..-- h , .-.-n p .,,.. ,,d-11rp n P P r 11 nrf p na-11ndanrran ...... ;.l.r-=-.t_.11.Ct~c:!_1! ~u-1. _.!"::..G .i ~,,_ .:, ;,_ .. u_::·i1 l_.i\. .,i •~;a. .a. 1. r ... v t..t....-.ilt. ~ -to. 1. ..a. .t L • .!. Gi. L \.A...i- • .. A.L.1. ~ '-·-'- ......-; _ _,_ ~-.,_-_._..._~~n ....,._ ........ - ._.,_ 5- ----

Bi\B "\!III 

PENDANAAN 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada 
Angg1::irnn Pendapa tan dan Belanja Daer-ah (APBD) Kabupaten Barito Selatan. 



BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa sal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang m engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan. 

Diteta kan di Buntok 
p 2018 

f 
f1* 

\ 
·~--~.,. 

~-~ •• ,,,,.,..;r;~ 

Diu ndangkan di Buntok 

pada tanggal -:_ 7 - c::_-, '· cri':>c:r 2018 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 2r 


